BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas masalah kinerja pemerintah daerah yang
diukur dengan menggunakan skor EKPPD dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Penelitian ini merupakan penelitian-cross section pada tahun anggaran
2011 dan 2012. Peheliit'ian invi bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit
tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan menguji efek moderasi
tingkat korupsi pada pengaruh opini audit tahun lalu terhadap Kkinerja
pemerintah daerah tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk melihat pengaruh tersebut pada kualitas kepala daerah yang berbeda
dengan melakukan pengujian terhadap kedua hipotesis dengan sub sampel

yang pisahkan berdasarkan umur, pengalaman dan pendidikan kepala daerah.

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel independen
opini audit tahun lalu berpengaruh . positif terhadap. EKPPD namun
berpengaruh negatif terhadap IPM. Pengujian sub sampel umur kepala daerah
yang dilakukan pada hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengaruh opini audit
tahun lalu terhadap skor EKPPD berbeda pada daerah dengan kepala daerah
tua namun tidak untuk kepala daerah muda, namun pengaruh opini audit
tahun lalu terhadap untuk IPM tidak berbeda pada kepala daerah tua dan
muda. Sebaliknya, pengaruh opini audit tahun lalu terhadap skor IPM berbeda

pada daerah dengan kepala daerah birokrat namun tidak untuk kepala daerah



non birokrat, namun pengaruh opini audit tahun lalu terhadap untuk EKPPD
tidak berbeda pada kepala daerah birokrat dan non birokrat. Sementara itu,
untuk sub sampel pendidikan kepala daerah menunjukkan bahwa pengaruh
opini audit tahun lalu terhadap skor EKPPD dan IPM tidak berbeda pada
daerah dengan kepala daerah sarjana dan kepala daerah non sarjana. Hasil
pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat korupsi tidak terbukti
memperlemah pengaruh opini-audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah
daerah yang dilihat d.a'ri segiv skor EKPPD dan IPM. Pengujian sub sampel
umur kepala daerah yang dilakukan pada hipotesis 2 menunjukkan pengaruh
moderasi tingkat korupsi pada hubungan opini audit dan EKPPD tidak
berbeda tergantung umur kepala daerah, sub sampel pengalaman dan sub
sampel pendidikan. Sementara itu, pengaruh moderasi tingkat korupsi pada
hubungan opini audit dan IPM berbeda tergantung umur pengalaman kepala

daerah, namun tidak untuk sub sampel umur dan sub sampel pendidikan.
5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan - analisis" hasil 'penelitian, penelitian . ini. “memiliki beberapa

implikasi yang dapat disampaikan, diantaranya:
1. Bagi llmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah bukti empiris dan pengetahuan yang
lebih mendalam mengenai kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga
dapat menambah referensi penelitian-penelitian terkait dengan pengaruh opini

audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan menambah literatur



mengenai tingkat korupsi dalam memoderasi pengaruh opini audit terhadap

kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Kepala daerah dan kepala SKPD selaku manajer sektor publik sebaiknya
lebih memperhatikan jalannya sistem di pemerintahan. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan peran dari masing-masing entitas yang ada
dalam sistem tersebut' ‘sehingga sistem' di* pemerintahan bisa berjalan
sebagaimana mestinya. Jika sistem di pemerintahan = telah berjalan
sebagaimana mestinya maka kinerja Pemerintah Daerah dapat meningkat di
berbagai sektor. Selain itu, hendaknya pimpinan daerah tidak hanya
mengutamakan untuk memperoleh opini BPK yang baik namun juga

meningkatkan Kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Opini Audit BPK atas Laporan
Keuangan - belum menjamin, . bagusnya. . kinerja Pemerintah dalam
mensejahterakan masyarakat. Sehingga BPK selaku auditor eksternal
pemerintah hendaknya lebih meningkatkan porsi audit kinerja. Audit Kinerja
yang dilaksanakan terutama untuk program-program yang berkaitan secara
langsung hubungannya dengan peningkatan indikator kemakmuran rakyat
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya audit
kinerja yang dilaksanakan oleh BPK RI, diharapkan pengelolaan keuangan

negara ke depan akan semakin berkualitas, efektif, efisien, dan ekonomis.



Pengelolaan keuangan negara yang baik diharapkan  dapat membuat
peningkatan terhadap kemakmuran masyarakat. Sehingga diharapkan
nantinya hasil pemeriksaan BPK dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam memilih kepala daerah masyarakat memperhatikan
kualitas kepala daerah: dari*segi umur, pengalaman sebelum menjabat dan

tingkat pendidikan kepala daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini hanya dilakukan dalam dua tahun anggaran (2011 dan 2012).
Karena hanya terdapat dua tahun yang digunakan sehingga peneliti kesulitan
untuk mengambil kesimpulan. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan
dapat mencoba menggunakan data panel untuk beberapa tahun anggaran

sehingga kemungkinan hasil yang diperoleh-akan lebih baik.

2. Proksi tingkat korupsi pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian
ini hanya jumlah kasus korupsi yang telah menjadi putusan Mahkamah
Agung mungkin belum menggambarkan tingkat korupsi yang sesungguhnya.
Sebaiknya proksi yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang
tingkat korupsi yaitu jumlah temuan BPK juga ditambahkan dalam proksi

penelitian ini. Walaupun temuan BPK belum tentu merupakan sebuah kasus



korupsi, jumlah kerugian negara hasil temuan audit yang disetor kembali ke
kas negara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ditandai
dengan Indeks Pembangunan Manusia karena jumlah tersebut seharusnya
dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan kedua proksi tersebut untuk

mengukur tingkat korupsi.

3. Metodelogi_yang digunakandalam smenganalisis_pengaruh opini audit
tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan efek moderasi tingkat
korupsi pada sub sampel kualitas kepala daerah yang berbeda masih sangat
lemah. Menginteraksikan variabel independen, variabel moderasi dan variabel
dummy kualitas kepala daerah merupakan alternatif yang dapat digunakan
untuk menganalisa perbedaan hubungan antar variabel tersebut pada kualitas
kepala daerah yang berbeda. Peneliti belum menemukan cara yang tepat
untuk uji beda pengaruh atau hubungan antar variabel pada sub sampel yang
berbeda sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat

menggunakan metodelogi yang lebih tepat untuk uji beda sub sampel.



